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A. Pendahuluan  

Dimulai dari berdirinya negara bangsa (nation 

state) maka kebutuhan akan adanya hukum yang 

mengatur organisasi negara menjadi sebuah 

keharusan. Hal-hal tentang organisasi negara 

merupakan pedoman tidak hanya bagi para 

penyelenggara negara tetapi juga warga negara, 

terkait dengan kedudukan serta hak dan kewajiban 

sebagai warga negara. Hal tersebut perlunya 

pemahaman mengenai pengertian tentang sesuatu 

yang dimaksud dengan Hukum Tata Negara (HTN) 

dan sumber-sumber HTN serta faktor-faktor yang 

membantu pembentukan HTN.  

Perkembangan lingkup Hukum Tata Negara 

(HTN) berkembang tidak hanya sekadar 

merupakan hukum yang mengatur mengenai 

organisasi negara dan lembaga-lembaga negara, 

akan tetapi berkembang pula bahwa pengaturan 

tersebut harus pula mencakup jaminan hak asasi 

manusia (HAM) dalam UUD. Hal-hal tentang HAM 

PENGERTIAN UMUM 

DAN HUBUNGAN 

HUKUM TATA NEGARA 

DENGAN ILMU LAIN 
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A. Klasifikasi Hukum Tata Negara 

Kita ketahui bahwa Hukum Tata Negara di 

Indonesia terbagi dua, yaitu sumber hukum 

material dan sumber hukum formal. Sumber 

hukum dalam arti formal adalah sumber hukum 

yang dikenal dari bentuknya, dan ditaati. 

Sumber Hukum Tata Negara di Indonesia 

yaitu sebagai berikut : 

1. Sumber hukum materiil, adalah Pancasila  

2. Sumber hukum formal, terdiri dari :  

a. UUD; baik UUD 1945, maupun peraturan 

perundang-undangan lain yang 

mengatur/memuat ketentuan-ketentuan 

ketatanegaraan, yang terdiri dari : 

1) UUD 1945    

2) Ketetapan MPR/MPRS  

3) UU dan Peraturan Pemerintah Pengganti 

UU 

4) Peraturan Pemerintah  

5) Peraturan Presiden 

SUMBER HUKUM 

TATA NEGARA 

INDONESIA 
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A. Teori Konstitusi 

Teori Konstitusi merupakan hal yang harus 

dipahami tidak saja dalam rangka memahami 

mengenai pengaturan organisasi negara, akan tetapi 

terutama dalam rangka memahami perlindungan 

hak-hak asasi warga negara yang dijamin dalam 

konstitusi (hak konstitusional). Pada masing-

masing negara memiliki kekhasan, konstitusi, 

termasuk didalamnya kekhasan dalam hal 

menentukan sifat konstitusi dan materi muatan 

yang akan diatur dalam UUD sebagai hukum 

formal tertinggi sebuah negara. Meskipun dalam 

praktiknya terdapat negara yang menjadikan 

konstitusinya tidak terkodifikasi dalam sebuah 

naskah khusus/tersendiri seperti negara Inggris 

dan Kanada, akan tetapi secara umum, konstitusi 

berbagai negara dikodifikasi secara khusus dalam 

sebuah naskah tertulis yang dikenal dengan istilah 

Undang-Undang Dasar (UUD) (Fatmawati, 2017). 

 

TEORI 

KONSTITUSI 
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A. Sejarah Kewarganegaraan   

Kewarganegaraan dalam bahasa Latin 

disebut “Civis”, selanjutnya dari kata “Civis” ini 
dalam bahasa Inggris muncul kata “Civic”, yang 
artinya mengenai warga negara atau 

“kewarganegaraan”. Dari kata “Civic” tercipta kata 
“Civics” yang dapat diartikan sebagai “ilmu 
kewarganegaraan”, serta Civic Education yang 

diartikan sebagai “pendidikan kewarganegaraan”.  
Pelajaran Civics mulai diperkenalkan di 

Amerika Serikat pada tahun 1790, dalam rangka 

“mengamerikakan bangsa Amerika” atau yang 
dikenal dengan nama “Theory of Americanization”. 
Karena bangsa Amerika berasal dari berbagai 

bangsa di dunia yang datang ke Amerika Serikat, 

maka untuk menyatukannya menjadi bangsa 

Amerika, perlu diajarkan Civics bagi warga negara 

Amerika Serikat. Pada tingkat tersebut, pelajaran 

civics membicarakan masalah “government”, hak 
dan kewajiban warga negara, serta civics sebagai 

SEJARAH, BUDAYA 

POLITIK SERTA ASAS 

TERITORIAL 

KEWARGANEGARAAN 
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A. Terminologi dalam Kewarganegaraan   

1. Rakyat Negara  

Rakyat sebuah negara yaitu semua orang 

yang bertempat tinggal di dalam wilayah 

kekuasaan negara dan tunduk pada kekuasaan 

negara tersebut. Pada mulanya rakyat dalam 

suatu negara hanya terdiri orang-orang dari satu 

keturunan yang berasal dari satu nenek moyang, 

sehingga faktor yang terpenting adalah pertalian 

darah. Kemudian wilayah negara tersebut 

didatangi oleh orang-orang dari negara lain yang 

mempunyai nenek-moyang lain.  

a. Orang yang berada di wilayah negara; 

Kini faktor tempat tinggal bersama 

turut menentukan seseorang menjadi rakyat 

dari suatu negara. Orang yang berada di 

wilayah sesuatu negara dapat dibedakan atas 

penduduk dan bukan penduduk.  

1) Penduduk;  

ialah mereka yang telah memenuhi syarat-

TERMINOLOGI DAN 

ASAS TERITORIAL 

DALAM 

KEWARGANEGARAAN 
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A. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia dalam 

UUD 1945 

1. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia 

dalam UUD 1945 (Sebelum Diamandemen). 

a. Pasal 26 Menjelaskan Siapa Warga Negara ;  

Yang menjadi warga negara ialah orang-

orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang 

bangsa lain yang disahkan dengan undang-

undang sebagai warga negara. Hal-hal mengenai 

warga negara dan penduduk diatur dengan 

undang-undang.  

 

b. Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum dan 

Pemerintahan ;  

Pasal 27 menegaskan kesamaan 

kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. 

Segala warga negara bersamaan kedudukannya 

didalam hukum dan pemerintahan dan wajib 

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan 

tidak ada kecualinya. Tiap-tiap warga negara 

PERATURAN 

PERUNDANGAN 

KEWARGANEGARAAN 

INDONESIA 
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A. Proses Bernegara 

1. Arti Negara  

Negara adalah suatu organisasi kekuasaan 

dari sekelompok manusia yang bersama-sama 

mendiami satu wilayah tertentu, serta mengakui 

adanya satu pemerintahan yang mengurus tata 

tertib dan keselamatan sekelompok manusia 

tersebut.  

 

2. Sejarah Terjadinya Negara  

Semenjak dahulu kala, bahwa manusia 

dengan nalurinya ingin selalu hidup bersama 

dalam suatu kelompok. Dalam kelompok-

kelompok tersebut mereka berjuang bersama 

mempertahankan hidupnya, dengan mencari 

makan, mengatasi bahaya dan bencana, serta 

melanjutkan keturunannya.  

Sebelum membentuk negara, pada 

mulanya kelompok-kelompok manusia tersebut 

hidup dengan cara berrburu, sehingga mereka 

BENTUK NEGARA 

DAN SISTEM 

PEMERINTAHAN 
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A. Pengertian, Sebutan dan Tingkatan Otonomi 

Daerah 

1. Pengertian Otonomi Daerah 

Otonomi Daerah dapat diartikan sebagai 

hak wewenang dan kewajiban Daerah untuk 

mengatur dan mengurus rumah tangganya 

sendiri sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Berdasarkan literatur 

otonomi dapat dibedakan menjadi otonomi 

materiil, formil, riil. Sebagai realisasi asas 

desentralisasi kepada Daerah, diserahkan 

sebagai kewenangan pemerintahan yang wajib 

dilaksanakan sejumlah 11 bidang pemerintahan.  

Untuk lebih meningkatkan 

penyelenggaraan Otonomi Daerah, maka 

dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia 25 Tahun 2000 dengan tujuan untuk 

memperjelas dan memberikan ketegasan di 

samping membatasi kewenangan pemerintah 

dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah 

SISTEM 

PEMERINTAHAN 

OTONOMI DAERAH 
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A. Beberapa Istilah dalam Hak Asasi Manusia  

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 

39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia di 

Indonesia, menjelaskan istilah-istilah sebagai 

berikut: 

1. Hak Asasi Manusia;  

Hak asasi manusia yaitu seperangkat hak 

yang melekat pada hakikat keberadaan manusia 

sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan 

merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, 

dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara,  

hukum, pemerintah, dan setiap orang demi 

kehormatan serta perlindungan harkat dan 

martabat manusia.  

 

2. Kewajiban Dasar Manusia;  

Kewajiban dasar manusia yaitu 

seperangkat kewajiban yang apabila tidak 

dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana 

dan tegaknya hak asasi manusia.  

ASAS-ASAS SERTA 

KEWAJIBAN DASAR  

DALAM HAK ASASI 

MANUSIA 
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A. Sistem Pemerintahan dan Lembaga-Lembaga 
Negara Indonesia Menurut UUD 1945 Sebelum 
Amandemen. 
1. Sistem Pemerintahan Negara Indonesia 

Menurut UUD 1945 (Sebelum Amandemen); 

a. Indonesia Negara yang Berdasar Hukum 

(Rechsstaat) 

“Negara Indonesia berdasar atas hukum 
(Rechsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan 

belaka (Machsstaat). 

b. Sistem Konstitusional 

“Pemerintah berdasar atas konstitusi (hukum 
dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan 

yang tidak terbatas).” 

c. Kekuasaan Negara yang Tertinggi Berada di 

Tangan Majelis Permusyawaratan rakyat (Die 

gesamte Staatgewalt liegt allein bei der Majelis) 

“Kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu 
badan, bernama Majelis Permusyawaratan 

rakyat, sebagai penjelmaan seluruh rakyat 

LEMBAGA-

LEMBAGA 

NEGARA 
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A. Konsep Demokrasi 

1. Terminologi Demokrasi 

Terminologi demokrasi berasal dari 

perktaan Yunani demokratia, arti pokok : Demos = 

rakyat ;  kratos = kekuasaan ; jadi kekuasaan 

rakyat, atau suatu bentuk pemerintahan negara, 

dimana rakyat berpengaruh diatasnya, 

singkatnya, pemerintahan rakyat. Sejak abad ke-

6 sebelum Masehi, bentuk pemerintahan negara 

kota (City States) di Yunani adalah berdasarkan 

demokrasi. Athena membuktikan dalam sejarah 

tentang demokrasi yang tertua di seluruh dunia. 

Pemerintahan demokrasi yang tulen adalah 

suatu pemerintahan, yang sungguh-sungguh 

melaksanakan kehendak rakyat yang 

sebenarnya. Akan tetapi kemudian penafsiran 

atas demokrasi itu berubah menjadi suara 

terbanyak dari rakyat banyak.  

Tafsiran terakhir tersebut tidak asli lagi 

oleh karena demokrasi diartikan sebagai 

pelaksanaan suara yang lebih banyak dari rakyat 

KONSEP, JENIS 

DAN BENTUK 

DEMOKRASI 
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A. Prinsip dan Indikator Demokrasi  

1. Sepuluh Pilar Demokrasi 

Prinsip demokrasi dan prasyarat dari 

berdirinya negara demokrasi telah terakomodasi 

dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Adapun Prinsip-prinsip demokrasi 

pancasila yang diutarakan oleh Ahmad Sanusi 

dengan 10 pilar menurut Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara 

lain : 

a. Demokrasi yang BerkeTuhanan yang Maha 

Esa. 

b. Demokrasi dengan Kecerdasan, dengan 

Menggunakan UUD 1945.  

c. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat. 

d. Demokrasi dengan rule of law. 

e. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan 

negara. 

f. Demokrasi dengan hak asasi manusia, serta 

meningkatkan martabat manusia. . 

PRINSIP, INDIKATOR, 

TANTANGAN DAN 

PEMELIHARAAN 

DEMOKRASI 
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A. Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan 

1. Fungsi, Tujuan Dan Hak  Partai Politik 

b. Fungsi Partai Politik 

1) Partai politik sebagai sarana komunikasi 

politik 

2) Partai politik sebagai sarana sosialisasi 

politik 

3) Partai politik sebagai sarana recruitment 

politik 

4) Partai politik sebagai sarana pengatur 

konflik 

c. Tujuan Partai Politik  

1) mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana 

dimaksud dalam UUD 1945 

2) menciptakan masyarakat adil dan makmur 

yang merata spirituil dan dan materiil 

berdasarkan pancasila dan UUD 1945 

dalam wadah negara kesatuan Republik 

Indonesia 

LINGKUNGAN, 

PERTUMBUHAN DAN PERAN 

PARPOL DALAM SISTIM 

POLITIK DI INDONESIA 
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A. Pengertian dan Asas Pemilu 

1. Pengertian Pemilu 

Pengertian pemilu di Indonesia diatur 

dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 10 Tahun 

2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, 

DPD, dan DPRD yaitu “Sarana pelaksanaan 

kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara 

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan 

adil dalam Negara Kesatuan Republik 

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945." (Fatmawati, 2017). 

 

2. Asas Pemilihan Umum di Indonesia 

a. Asas Pemilihan Umum di Indonesia 

Penyelenggaaraan Pemilihan Umum di 

Indonesia, berdasar pada asas-asas;  

1) Langsung 

2) Umum 

3) Bebas  

PEMILIHAN 

UMUM DI 

INDONESIA 
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